
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

URAIAN PENDAHULUAN
1. Latar Belakang


Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta sampai sekarang ini telah banyak mengalami perkembangan yang semakin besar dalam segi kualitas dalam proses belajar mengajar dengan sistem KBK antara lain tutorial, skills lab (ketrampilan medis) dll dan kuantitas jumlah mahasiswa dengan dibukanya beberapa program studi baru. Melihat hal demikian kapasitas ruang kuliah maupun laboratorium untuk penelitian yang memadai perlu dilakukan agar menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi. Saat ini Fakultas Kedokteran memiliki ruang kuliah dan laboratorium serta sarana penunjang lainnya masih kurang, sehingga dengan banyaknya proses belajar mengajar yang begitu padat sangat sulit dalam mengatur jadwal perkuliahan.

Pada saat ini Fakultas kedokteran menyelenggarakan program studi yaitu :

· Program studi S1 Kedokteran

· Program studi DIII Kebidanan

· Program studi DIV Kebidanan

· Program studi DIII Hiperkes dan Kesehatan kerja

· Program studi DIV Hiperkes dan Keselamatan Kerja

· Program studi S1 Psikologi

· Program Studi S2 Kedokteran  (Pasca Sarjana)

· Co-Ass

· PPDS


Belum termasuk laboratorium pendidikan dan penelitian serta sarana penunjang lainnya yang belum memenuhi standar. adapun laboratorium yang saat ini sudah akan dikembangkan yaitu Laboratorium Biomolekuler / Biomedik, skills lab (ketrampilan medis). Mengingat kebutuhan tersebut Fakultas Kedokteran akan melanjutkan kegiatan Pembangunan Gedung Pendidikan dan Laboratorium FK UNS yang berasal dari dana DIPA APBN tahun 2011 yang diprioritaskan untuk menyelesaikan struktur dan sebagian kebutuhan ruang dengan dana yang tersedia sebagai berikut:
· Biaya Konsultan Manajemen Konstruksi sebesar Rp. 761.200.000,- (termasuk PPN)
· Biaya Konstruksi fisik sebesar Rp. 26.362.600.000 ,- (termasuk PPN)

2. Maksud dan Tujuan

a. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi konsultan Manajemen Konstruksi yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas.

b. Dengan penugasan ini diharapkan konsultan dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai KAK ini.
3. Sasaran



Mewujudkan bangunan gedung pendidikan dan laboratorium Fakultas Kedokteran UNS sesuai dengan visi dan misi Fakultas Kedokteran UNS yaitu :
Visi :  Terwujudnya Fakultas Kedokteran UNS yang mempunyai kualitas dan reputasi tinggi serta kompetitif, dpat menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di pasar global, serta menjadi pusat ilmu pengetahuan kedokteran dan ilmu kesehatan.

Misi :

a. Melaksanakan Pendidikan Dokter dan Pendidikan Sarjana Ilmu Kesehatan yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang profesional berorientasi kepada kesehatan masyarakat.

b. Meningkatkan kesempatan masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan ilmu kedokteran dan ilmu kesehatan dengan pembukaan prodi baru di berbagai strata.

c. Mengembangkan pengetahuan dan teknologi kedokteran/kesehatan terapan melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menunjang peningkatan kesehatan masyarakat.

d. Melaksanakan tata kelola fakultas berasaskan Good Governance

e. Melaksanakan internasional Fakultas Kedokteran untuk mendukung World Class University 

4. Lokasi Kegiatan
Kegiatan jasa konsultansi MK ini berlokasi di Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta yang beralamat di Jl. Ir. Sutami No.36A Kentingan Surakarta 57126
5. Sumber Pendanaan

Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan : DIPA APBN Tahun Anggaran 2011
6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen


Nama pejabat Pembuat Komitmen
: Sugeng Purwoko, dr.,M.Med.Sci.,SpGK


Proyek / Satuan Kerja
: Fakultas Kedokteran UNS
DATA PENUNJANG
7. Data dasar
Data dasar yang digunakan sebagai data penunjang pekerjaan jasa konsultansi manajemen konstruksi ini adalah :

a. Dokumen Laporan Pekerjaan Manajemen Konstruksi Tahap 1 dan Tahap 2
b. Dokumen Laporan dan Gambar Konsultan Perencana
c. Dokumen Laporan Pekerjaan Konstruksi Tahap 1 dan Tahap 2



8. Standar teknis

Standar teknis yang digunakan dalam pengadaan jasa konsultansi manajemen konstruksi ini adalah :

a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 43/PRT/M/2007 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi.

b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 45/PRT/M/2007, tanggal 27 Desember 2007, tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara. 
9. Studi-studi terdahulu
a. Data Pengujian Tanah
b. Data Pengujian Kekuatan Pondasi

c. Data Pengujian Kuat Tekan Beton

d. Data Pengujian Kuat Tarik Baja

10. Referensi Hukum


a. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 43/PRT/M/2007 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi.

c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 45/PRT/M/2007, tanggal 27 Desember 2007, tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara. 

RUANG LINGKUP
11. Lingkup Kegiatan

Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Manajemen Konstruksi adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 45/PRT/M/2007, tanggal 27 Desember 2007, yang meliputi tugas-tugas manajemen lingkungan, site/tapak bangunan dan manajemen fisik bangunan gedung negara yang terdiri dari :
1. Tahap Persiapan

a. Membantu pengelola kegiatan melaksanakan pengadaan penyedia jasa perancangan termasuk menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), memberi saran waktu dan strategi pengadaan, serta bantuan evaluasi proses pengadaan.

b. Membantu pengelola kegiatan dalam mempersiapkan dan menyusun program pelaksanaan seleksi penyedia jasa pekerjaan konstruksi.

c. Membantu panitia pengadaan barang dan jasa dalam penyebarluaskan pengumuman seleksi pengadaan jasa pekerjaan konstruksi, baik melalui papan pengumuman, media cetak, maupun media elektronik.

d. Membantu panitia pengadaaan barang dan jasa melakukan prakualifikasi calon peserta seleksi penyedia jasa pekerjaan konstruksi.

e. Membantu memberikan penjelasan pekerjaan pada waktu rapat penjelasan pekerjaan.

f. Membantu panitia pengadaan barang dan jasa dalam menyusun Harga Perhitungan Sendiri (HPS)/Owner’s Estimate (OE) pekerjaan konstruksi.

g. Membantu melakukan pembukaan dan evaluasi terhadap usulan teknis dan biaya dari penawaran yang masuk.

h. Membantu menyiapkan draft surat perjanjian pekerjaan konstruksi.

i. Membantu pengelola kegiatan menyiapkan surat perjanjian pekerjaan konstruksi.

2. Tahap Perencanaan

a. Mengevaluasi program pelaksanaan kegiatan perencanaan yang dibuat oleh penyedia jasa perencanaan, yang meliputi program penyediaan dan penggunaan sumber daya, strategi dan pentahapan penyusunan dokumen lelang.

b. Memberikan konsultansi kegiatan perencanaan, yang meliputi penelitian dan pemeriksaan hasil perencanaan dari sudut efisiensi sumber daya dan biaya, serta kemungkinan keterlaksanaan konstruksi.

c. Mengendalikan program perencanaan melalui kegiatan evaluasi program terhadap hasil perencanaan, perubahan-perubahan lingkungan, penyimpangan teknis, dan administrasi atas persoalan yang timbul, serta pengusulan koreksi program.

d. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam tahap perencanaan.

e. Menyusun laporan bulanan kegiatan konsultansi manajemen konstruksi tahap perencanaan, merumuskan evaluasi status dan koreksi teknis bila terjadi penyimpangan.

f. Meneliti kelengkapan dokumen perencanaan dan dokumen pelelangan, menyusun program pelaksanaan pelelangan bersama penyedia jasa perencanaan, dan ikut memberikan penjelasan pekerjaan pada waktu pelelangan serta membantu kegiatan panitia pelelangan.

g. Menyusun laporan dan berita acara dalam rangka kemajuan pekerjaan dan pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi.

h. Mengadakan dan memimpin rapat-rapat koordinasi perencanaan, menyusun laporan hasil rapat koordinasi dan membuat laporan kemajuan pekerjaan manajemen konstruksi.
3. Tahap Pelelangan

a. Membantu pengelola kegiatan dalam mempersiapkan dan menyusun program pelaksanaan pelelangan pekerjaan konstruksi fisik.

b. Membantu panitia pengadaan barang dan jasa dalam penyebarluasan pengumuman pelelangan, baik melalui papan pengumuman, media cetak, maupun media elektronik.

c. Membantu panitia pengadaan barang dan jasa melakukan prakualifikasi calon peserta pelelangan (apabila pelelangan dilakukan melalui prakualifikasi).

d. Membantu memberikan penjelasan pekerjaan pada waktu rapat penjelasan pekerjaan.

e. Membantu panitia pengadaan barang dan jasa dalam menyusun Harga Perhitungan Sendiri (HPS)/Owner’s Estimate (OE) pekerjaan konstruksi fisik.

f. Membantu melakukan pembukaan dan evaluasi terhadap penawaran yang masuk.

g. Membantu menyiapkan draft surat perjanjian pekerjaan pelaksanaan konstruksi fisik.

h. Menyusun laporan kegiatan pelelangan.

4. Tahap Pelaksanaan

a. Mengevaluasi program kegiatan pelaksanaan fisik yang disusun oleh pelaksana konstruksi, yang meliputi program-program pencapaian sasaran fisik, penyediaan dan penggunaan sumber daya berupa : tenaga kerja, peralatan dan perlengkapan, bahan bangunan, informasi, dana, program Quality Assurance/Quality Control, dan program kesehatan dan keselamatan kerja (K3)

b. Mengendalikan program pelaksanaan konstruksi fisik, yang meliputi program pengendalian sumber daya, pengendalian biaya, pengendalian waktu, pengendalian sasaran fisik (kualitas dan kuantitas) hasil konstruksi, pengendalian perubahan pekerjaan, pengendalian tertib administrasi, pengendalian kesehatan dan keselamatan kerja.

c. Melakukan evaluasi program terhadap penyimpangan teknis dan manajerial yang timbul, usulan koreksi program dan tindakan turun tangan, serta melakukan koreksi teknis bila terjadi penyimpangan.

d. Melakukan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan konstruksi fisik.

e. Melakukan kegiatan pengawasan yang terdiri atas :

i. Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan.

ii. Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi.

iii. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume/realisasi fisik.

iv. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pekerjaan konstruksi

v. Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan manajemen konstruksi, dengan masukan hasil rapat-rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi fisik yang dibuat oleh pelaksanan konstruksi.

vi. Menyusun laporan dan berita acara dalam rangka kemajuan pekerjaan dan pembayaran angsuran pekerjaan pelaksanaan konstruksi

vii. Meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop drawing) yang diajukan oleh pelaksana konstruksi

viii. Meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaaan di lapangan (As Built Drawings) sebelum serah terima I

ix. Menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima I (pertama), dan mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan.

x. Bersama sama dengan penyedia jasa perencanaan menyusun petunjuk pemeliharaan dan penggunaan bangunan gedung.

xi. Menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, serah terima pertama, berita acara pemeliharaan pekerjaan dan serah terima kedua pekerjaan konstruksi, sebagai kelengkapan untuk pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi.

xii. Membantu pengelola kegiatan dalam menyusun dokumen pendaftaran

xiii. Membantu pengelola kegiatan dalam penyiapan kelengkapan dokumen Sertifikat Layak Fungsi (SLF) dari Pemerintah Kabupaten/Kota Setempat.

f. Menyusun laporan akhir pekerjaan manajemen konstruksi.

Tanggung Jawab Manajemen Konstruksi :

1. Konsultan manajemen konstruksi bertanggung jawab secara profesional atas jasa manajemen konstruksi yang dilakukan sesuai ketentuan Undang Undang No. 18 tentang jasa konstruksi dan peraturan pelaksanaannya, serta kode tata laku profesi yang berlaku.

2. Secara umum tanggung jawab konsultan Manajemen Konstruksi adalah menjaga proyek agar memiliki :

a. Seoptimal ketepatan waktu pembangunan proyek sesuai batas waktu berlakunya anggaran/ waktu yang telah ditetapkan.

b. Ketetapan biaya sesuai batasan anggaran yang tersedia/ditetapkan.

c. Ketepatan kualitas dan kuantitas sesuai standar/peraturan yang berlaku sehingga proyek mencapai hasil dan daya guna yang dapat dipertanggungjawabkan.

d. Tertib administrasi pembangunan, dari aspek perijinan, pelaporan, dan dokumentasi.

12. Keluaran



Konsultan manajemen konstruksi diminta menghasilkan keluaran yang lengkap sesuai kebutuhan proyek. Kelancaran proyek yang berhubungan dengan Manajemen Konstruksi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Konsultan Manajemen Konstruksi. Selain hal tersebut hasil yang diharapkan dari pelaksanaan pembangunan gedung adalah :

1. Tersedianya time schedule lengkap dengan curva ‘S’, sebagai pedoman dalam menilai kemajuan pelaksanaan proyek, time schedulle dibuat dengan menggunakan komputer sehingga jalur kritis dalam pelaksanaan pembangunan dapat terlihat.

2. Konsultan MK diwajibkan memberikan Standar Prosedur Pengawasan Pelaksanaan kepada pejabat berwenang. Sementara pada tahapan persiapan pelaksanaan pembangunan atau pada saat sebelum melakukan pengwasan pekerjaan di lapangan (integrated site supervision)

3. Terawasinya pelaksanaan pembangunan gedung yang dilaksanakan oleh kontraktor dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian prestasi pekerjaan sesuai jadwal pelaksanaan proyek.

4. Terawasinya pelaksanaan pembangunan gedung beserta hasil kerjanya dan terkendalinya waktu pelaksanaan proyek sesuai jadwal dan biaya pembangunan sebagai mana tertera dalam kontrak.

5. Terisinya Buku Harian Lapangan (BHL) tentang kemajuan pembangunan gedung pada setiap harinya beserta hambatan-hambatan yang timbul.

6. Diterimanya laporan mingguan dan bulanan oleh Pejabat yang berwenang dari konsultan MK mengenai kemajuan pelaksanaan pembangunan gedung termasuk kendala yang terjadi di lapangan berikut rekomendasi yang diusulkan, sebagai alternatif pemecahan masalah. Diterimanya hasil rapat di lokasi proyek, informasi tentang terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pemborong/rekanan yang sudah diperbaiki maupun yang belum diperbaiki dan informasi hal-hal lain yang terjadi di lokasi proyek.

7. Terusulkannya rencana perubahan-perubahan serta penyesuain-penyesuain pekerjaan di lapangan kepada pejabat yang berwenang, sehingga dapat terpecahkan persoalan-persoalan yang terjdi selama pelaksanaan pembangunan gedung.

8. Tersedianya gambar perubahan (as built drawing) sebanyak 3 (tiga) set

9. Terperiksa dan tertandatangani berita acara bobot pekerjaan yang diajukan oleh pemborong/rekanan sesuai prestasi pekerjaan yang telah dicapai.

10. Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi teknis di lokasi proyek secara berkala (mingguan) dan asidental sesuai kebutuhan. Dengan hasil keputusan rapat yang tercatat dalam berita acara rapat.

11. Tercatatnya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pemborong/rekanan dalam Buku Harian Lapangan (BHL) oleh konsultan pengawas.

Tersusunnya daftar kekurangan dan cacat-cacat pekerjaan selama masa pemeliharaan.
13. Peralatan, material, personil dan fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen
Peralatan, material, personil dan fasilitas dari PPK berupa :

a. Personil  :  Tim teknis

b. Fasilitas  :  Perabot direksi keet dan listrik kerja

14. Peralatan dan material dari penyedia Jasa konsultansi

Peralatan dan material dari penyedia Jasa konsultansi berupa :

a. Direksi keet

b. Peralatan kantor dan kelengkapannya

c. Komputer

d. Printer dan Plotter 

e. Komunikasi dan Transportasi
f. Alat penunjang pekerjaan
15. Lingkup kewenangan Penyedia jasa  
Lingkup kewenangan Penyedia jasa berupa pengendalian waktu, biaya, pencapaian sasaran fisik (kuantitas dan kualitas), dan tertib administrasi dalam pembangunan bangunan gedung negara berupa gedung pendidikan dan laboratorium mulai dari tahap persiapan, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, konstruksi sampai dengan masa pemeliharaan.

16. Jangka Waktu penyelesaian kegiatan 
Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa konsultansi Manajemen Konstruksi dilaksanakan selama 6 (enam) bulan.

17. Personil
Tenaga Ahli :
	No
	Posisi
	Kualifikasi
	Jumlah
(orang /bulan)

	1
	Team Leader
	· Pendidikan minimal S1 Teknik Sipil/Arsitektur, lulusan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta dalam negeri atau luar negeri yang telah lulus ujian negara atau yang telah diakreditasi atau perguruan tinggi negeri yang telah diakreditasi.

· Pengalaman kerja minimal 10 th sebagai team leader dalam proyek Manajemen Konstruksi
· Memiliki sertifikat keahlian/profesi yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang mengeluarkan. 
	1 (satu)

	2
	Ahli Struktur
	· Pendidikan minimal S1 Teknik Sipil, lulusan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta dalam negeri atau luar negeri yang telah lulus ujian negara atau yang telah diakreditasi atau perguruan tinggi negeri yang telah diakreditasi.

· Pengalaman kerja minimal 8 th sebagai ahli struktur dalam proyek MK

· Memiliki sertifikat keahlian/profesi yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang mengeluarkan.
	1 (satu)

	3
	Ahli Arsitektur
	· Pendidikan minimal S1 Teknik Arsitektur, lulusan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta dalam negeri atau luar negeri yang telah lulus ujian negara atau yang telah diakreditasi atau perguruan tinggi negeri yang telah diakreditasi.

· Pengalaman kerja minimal 8 th sebagai ahli arsitektur dalam proyek MK

· Memiliki sertifikat keahlian/profesi yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang mengeluarkan.
	1 (satu)

	4
	Ahli ME
	· Pendidikan minimal S1 Teknik Mesin/Teknik Elektro, lulusan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta dalam negeri atau luar negeri yang telah lulus ujian negara atau yang telah diakreditasi atau perguruan tinggi negeri yang telah diakreditasi.

· Pengalaman kerja minimal 8 th sebagai ahli ME dalam proyek MK

· Memiliki sertifikat keahlian/profesi yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang mengeluarkan.
	1 (satu)

	5
	Ahli Estimasi
	· Pendidikan minimal S1 Teknik Sipil, lulusan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta dalam negeri atau luar negeri yang telah lulus ujian negara atau yang telah diakreditasi atau perguruan tinggi negeri yang telah diakreditasi.

· Pengalaman kerja minimal 8 th sebagai ahli estimasi dalam proyek MK

· Memiliki sertifikat keahlian/profesi yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang mengeluarkan.
	1 (satu)



	6
	Ahli Interior
	· Pendidikan minimal S1 Teknik Arsitektur, lulusan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta dalam negeri atau luar negeri yang telah lulus ujian negara atau yang telah diakreditasi atau perguruan tinggi negeri yang telah diakreditasi.

· Pengalaman kerja minimal 8 th sebagai ahli interior dalam proyek MK

· Memiliki sertifikat keahlian/profesi yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang mengeluarkan.

	1 (satu)

	7
	Ahli Procurement
	· Pendidikan minimal S1 semua jurusan, lulusan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta dalam negeri atau luar negeri yang telah lulus ujian negara atau yang telah diakreditasi atau perguruan tinggi negeri yang telah diakreditasi.

· Pengalaman kerja minimal 2 th sebagai ahli procurement dalam proyek MK

· Memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa minimal L2 yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang mengeluarkan.
	1 (satu)

	8
	Ahli Hukum
	· Pendidikan minimal S1 Hukum, lulusan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta dalam negeri atau luar negeri yang telah lulus ujian negara atau yang telah diakreditasi atau perguruan tinggi negeri yang telah diakreditasi.

· Pengalaman kerja minimal 8 th sebagai ahli hukum dalam proyek MK

· Memiliki sertifikat keahlian/profesi yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang mengeluarkan.
	1 (satu)


Tenaga Pendukung :
	No
	Posisi
	Kualifikasi
	Jumlah

(orang /bulan)

	1
	Administrasi/ Keuangan
	Pendidikan minimal D3/S1 Ekonomi, lulusan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah lulus ujian negara atau yang telah diakreditasi.
	2 (dua)

	2
	Operator komputer 
	Pendidikan minimal D3/S1 Teknik Sipil/Arsitektur, lulusan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah lulus ujian negara atau yang telah diakreditasi.
	2 (dua)

	3
	Surveyor
	Pendidikan minimal D3/S1 Teknik Sipil/Arsitektur, lulusan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah lulus ujian negara atau yang telah diakreditasi.
	2 (dua)

	4
	Pesuruh
	
	2 (dua)

	5
	Sopir
	Memiliki Surat Ijin Mengemudi 
	2 (dua)

	6
	Penjaga
	
	2 (dua)


18. Jadwal Tahapan pelaksanaan kegiatan
	No
	Pekerjaan
	Juni
	Juli
	Agustus
	September
	Oktober
	November
	Desember
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	2
	Tahap Perencanaan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Tahap Pelaksanaan Tender
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Tahap Persiapa Konstruksi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Tahap Pelaksanaan Konstruksi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Tahap Pemeliharaan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


LAPORAN
19. Laporan Pendahuluan

Laporan pendahuluan memuat :

a. Rencana kerja penyedia jasa konsultan secara menyeluruh

b. Mobilisasi tenaga ahli dan tenaga pendukung lainnya.

c. Jadwal kegiatan penyedia jasa.


Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya : 14 (empat belas) hari kerja sejak SPMK diterbitkan sebanyak 10 (sepuluh) buku laporan.
20. Laporan Mingguan

Laporan mingguan memuat :

a. Hasil rencana dan kemajuan pelaksanaan kegiatan.

b. Masalah yang dihadapi.

c. Penyimpangan yang terjadi. 
d. Tindakan koreksi dan/atau penyesuaian yang dilakukan. 
e. Evaluasi dan kesimpulan kegiatan manajemen konstruksi setiap minggunya.
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya hari Jum’at setiap minggu sebanyak    10 (sepuluh) buku laporan

21. Laporan Bulanan


Laporan bulanan memuat :

a. Hasil rencana dan kemajuan pelaksanaan kegiatan.

b. Masalah yang dihadapi.

c. Penyimpangan yang terjadi. 
d. Tindakan koreksi dan/atau penyesuaian yang dilakukan. 
e. Evaluasi dan kesimpulan kegiatan manajemen konstruksi setiap bulannya.

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya tanggal 1 (satu) setiap bulan sebanyak  10 (sepuluh) buku laporan.
22. Laporan Antara 

Laporan Antara terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan bulanan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan (50% s.d 70%) serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya : 4 (empat) bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak 10 (sepuluh) buku laporan.
23. Laporan Akhir


Laporan Akhir memuat hasil prestasi pekerjaan dan rekaman/dokumentasi kegiatan pelaksanaan proyek.

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya : 6 (Enam) bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak 10 (Sepuluh) buku laporan dan cakram padat (compact disc) berisi seluruh laporan termasuk summary report 10 (Sepuluh) buah.
HAL - HAL LAIN
24. Produksi dalam negeri

Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.
25. Pedoman Pengumpulan data lapangan


Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut  yaitu sesuai dengan Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan yang dilakukan bersama.
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